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e KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 10/HK.04/08/2022
e KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 12/TIK.03/14/2022
e KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 13/TIK.03/14/2022
e KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2022

e KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 21 TAHUN 2022

e KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 35 TAHUN 2022

e KEPUTUSAN KPU Rl NOMOR 43 TAHUN 2022

Selasa, 22 Februari 2022




utusan KPU Rl Nomor

K.04/08/2022 tentang Pedoman

nis Pengelolaan Dokumentasi dan
rmasi Hukum di Lingkungan Komisi
ilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
insi dan Komisi Pemilihan Umum
upaten/Kota

Dasar Hukum :

e PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU
Nomor 4 Tahun 2021

e PKPU Nomor 14 Tahun 2020

e Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016

e Kpt KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020




etentuan Baru

ASAS PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL JDIH KPU

e Faktual, yaitu informasi yang disampaikan sesuai data dan fakta
yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

e Keterlibatan, yaitu penyampaian informasi untuk mendorong
keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dengan cara
memberikan komentar/tanggapan

e Kemudahan, yaitu informasi yang disampaikan dapat diakses
dengan mudah oleh siapa pun dan dimana pun




etentuan Baru

TUJUAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL JDIH KPU
e media penyuluhan produk hukum di lingkungan KPU

e media penyebarluasan produk hukum KPU
e sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan

Divisi Hukum
e sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar

perundang-undangan

AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JDIH KPU HARUS
DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KPU/KPU

PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA




etentuan Baru

KATEGORI KONTEN MEDIA SOSIAL JDIH KPU
a. Konten Rutin

1. Konten Edukasi, terdiri dari :
e Konten Kepemiluan, yaitu konten informasi yang berkaitan dengan

oroduk hukum terkait pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan

e Konten Non-Kepemiluan, konten yang difokuskan pada
penyampaian informasi terkait substansi produk hukum diluar
Kepemiluan

2. Konten Non-Edukasi,
e merupakan konten untuk menyegarkan pikiran bagi
pengunhjung media sosial JDIH KPU, yang dituangkan
dalam bentuk kuis, tebak gambar, TTS, dan tips dan trick.




etentuan Baru

KATEGORI KONTEN MEDIA SOSIAL JDIH KPU

b. Sewaktu-waktu

e Pengumuman adanya produk hukum baru yang dikeluarkan oleh
KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

e Berita kegiatan Divisi Hukum, dimana berita yang disampaikan
berkaitan dengan kegiatan Hukum di KPU

e Materi Penyuluhan, dapat berupa ringkasan substansi dari produk
hukum yang dikeluarkan oleh KPU atau konsep tentang hukum dan
kepemiluan

e Peringatan hari penting yang berkaitan dengan hukum.




etentuan Baru

MONITORING, EVALUASI DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pengelolaan JDIH




utusan KPU Rl Nomor 12/TIK.03/14/2022
ang Arsitektur Sistem Pemerintahan

asis Elektronik Komisi Pemilihan
m Tahun 2021-2025

usan ini sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2021
g penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik komisi
han umum

voew yelyoN

usan ini, mengatur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis

nik (SPBE) pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025, yang ruang
pnya mencakup :

n Referensi; Analisis Kebutuhan Pengembangan Teknologi Informasi dan
nikasi; Rancangan Teknologi Informasi dan Komunikasi KPU Tahun 2021-
erta Rencana Anggaran.

) Arsitektur SPBE KPU diselenggarakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan
KPU berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di

bidang pusat data dan informasi ?




utusan KPU Rl Nomor 12/TIK.03/14/2022
ang Arsitektur Sistem Pemerintahan

asis Elektronik Komisi Pemilihan
m Tahun 2021-2025

tur SPBE disusun untuk memberikan gambaran kondisi organisasi, tata
an program kerja, layanan dan sistem informasi/aplikasi terkini,

ruktur IT terkini dengan melakukan perencanaan serta pengembangan
ogi informasi bagi KPU untuk menghasilkan layanan SPBE KPU yang
ras

Rancangan Teknologi Informasi dan Komunikasi KPU Tahun 2021-2025

ah penjelasan mengenai Aplikasi Layanan yang mencakup Aplikasi Khusus
iluan, Aplikasi Umum Layanan Publik, dan Aplikasi Umum Layanan

istrasi Pemerintahan; Data dan Informasi yang mencakup Arsitektur Data
metaan Data Aplikasi; Infrastruktur yang mencakup Jaringan Intra Instansi,
n IT Perkantoran, Pusat Data dan Komputasi KPU, Pusat Kendali Operasi,
ka Infrastruktur TIK dan Aplikasi, Sistem Penghubung Layanan, Perangkat
Keamanan serta Perbaikan Berkelanjutan; Keamanan yang mencakup Standar
Keamananan, Strategi Penerapan, serta Sumber Daya Manusia.

) Rencana Anggaran mencakup Rancangan Anggaran Aplikasi Khusus Doman
Kepemiluan, dan Rencana Anggaran Aplikasi Layanan Umum dan Administrasi
Pemerintahan




utusan KPU Rl Nomor 13/TIK.03/14/2022
ang Peta Rencana Sistem

erintahan Berbasis Elektronik Komisi
ilihan Umum Tahun 2021-2025

usan ini sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2021
g penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik komisi
han umum

usan ini, mengatur tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
nik (SPBE) pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025, yang ruang
pnya mencakup Peta Rencana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2021-2015 di lingkungan KPU

ncana TIK KPU dikelompokkan berupa peta rencana aplikasi domain

n khusus kepemiluan, peta rencana aplikasi domain layanan umum, peta
a infrastruktur, dan keamanan dan peta rencana sumber daya manusia
asi Teknologi

) Berdasarkan peta rencana disusun juga rencana anggaran implementasi TIK yang
terdiri dari rencana anggaran implementasi aplikasi domain layanan khusus
kepemiluan, rencana anggaran implementasi aplikasi domain layanan umum,
dan rencana anggaran implementasi infrastruktur dan keamanan.




utusan KPU RI Nomor 20 Tahun 2022
ang Penetapan Akun Media Sosial

mi Jaringan Dokumentasi dan

rmasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
ublik Indonesia

tapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
asi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
al berikut:

ebook : IDIHKPU_RI
tter : @JDIHKPU RI
agram : @jdihkpu _ri
tube : IDIHKPU_RI

Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU RI dikelola dan dikembangkan
oleh biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-
undangan pada Sekretariat Jenderal KPU RI

voew yelyof



tusan KPU RI Nomor Nomor 21 Tahun 2022 tentang
dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan

m Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
akilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
ota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
ota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

paten/Kota Serentak Tahun 2024

voew yefyoN

tapkan Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai Hari dan
al Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun

ngutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
ahakan untuk seluruh daerah pemilihan di wilayah NKRI untuk
iih :

siden dan Wakil Presiden;

gota Dewan Perwakilan Rakyat;

e Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

e Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
e Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.




utusan KPU Rl Nomor 35 Tahun 2022

ang Program Penyusunan Rancangan 2

turan Komisi Pemilihan Umum Tahun 3
O
=

2

apkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan
Tahun 2022 sebagai instrumen dan skala prioritas dalam penyusunan
gan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 di lingkungan

| Pemilihan Umum.

M Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun
itetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

yang akan menjadi prioritas dalam Program Penyusunan Rancangan
ran KPU Tahun 2022 adalah 11 (sebelas) Peraturan KPU yang diperlukan
ai dasar penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan
pada tahun 2022 dan 1 (satu) Peraturan KPU non tahapan. Namun, apabila
pada tahun berjalan di tahun 2022 terdapat usulan rancangan Peraturan KPU
non tahapan yang sifathya mendesak dan telah dilengkapi dokumen data
dukung, maka dapat dimasukkan ke dalam kategori kumulatif terbuka




DAFTAR PERATURAN KPU
TAHUN 2022

JUDUL RANCANGAN
PERATURAN

PENGUSUL

WAKTU
PENYELESAIAN

KETERANGAN

Pembentukan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum

Biro Perundang-

Undangan

Harmonisasi

Februari

Luncuran Proleg

2021

Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2024

Biro Perencanaan dan

Organisasi

Pembahasan

Luncuran Proleg

2021

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih
dan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan

Umum

Biro Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

Pembahasan

Luncuran Proleg

2021

Pendaftaran, Verifikasi, dan

Penetapan Partai Politik Peserta

)emilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan
erwakilan Rakyat Daerah

Biro Teknis

Penyelenggaraan

Pembahasan

Luncuran Proleg

2021

DAFTAR PERATURAN
KPU DALAM PROGRAM
PENYUSUNAN
RANCANGAN
PERATURAN KPU TAHU
2022 B




JUDUL RANCANGAN
PERATURAN

PENGUSUL

WAKTU
PENYELESAIAN

Penataan Daerah Pemilihan dan
Alokasi Kursi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten /Kota

Biro Teknis

Penyelenggaraan

Pembahasan

Usulan Baru

Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilithan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan

Umum

Biro Sumber Daya

Manusia

Penyusunan

Usulan Baru

Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Luar Negeri dan

Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar Negeri
dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum

Biro Sumber Daya

Manusia

Penyusunan

Penyusunan Daftar Pemilih di
Dalam Negeri dalam

Pusat Data dan

Teknologi Informasi

Penyusunan

Usulan Baru

DAFTAR PERATURAN
KPU DALAM PROGRAM
PENYUSUNAN
RANCANGAN
PERATURAN KPU TAHUN
2022




JUDUL RANCANGAN
PERATURAN

PENGUSUL

w A
PENYELESAIAN

Penyelenggaraan Pemilihan

Umum

Penyusunan Daftar Pemilih di
dalam

Pemilihan

Luar Negeri
Penyelenggaraan

Umum

Pusat Data dan

Teknologi Informasi

Penyusunan

Usulan Baru

.| Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Daerah

Biro Teknis

Penyelenggaraan

Penyusunan

Usulan Baru

.| Pencalonan

Anggota Dewan

Rakyat,
Rakyat

Perwakilan
Perwakilan

Dewan
Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten /Kota

Biro Teknis

Penyelenggaraan

Penyusunan

Desember

Usulan Baru

.| Norma

Standar, Prosedur,

Kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian ke KPU
Kabupaten /Kota

Biro Logistik

Penyusunan

Desember

15/1

Usulan Ba.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KPU KUMULATIF TERBUKA

Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka akibat perubahan peraturan perundang-undangan

Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi atau Putusan Mahkamah Agung

daya manusia, dan kebutuhan organisasi dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan

Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka mengenai kebutuhan hukum di bidang pengelolaan keuangan, sumber

DAFTAR PERATURAN KPU
DALAM PROGRAM
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN KPU TAHUN
2022




utusan KPU RI Nomor 43 Tahun 2022
ang Pedoman Teknis Sistem Informasi
kah Dinas Elektronik di Lingkungan

isi Pemilihan Umum

pkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 Peraturan KPU
Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2021
ng Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi

lihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

paten/Kota.

Keputusan Komisi ini diatur tentang Pedoman Teknis Sistem
asi Naskah Dinas Elektronik (SINDE) di Lingkungan KPU
aimana tercantum dalam Lampiran | yang ruang lingkupnya
uti: Desain SINDE; Spesifikasi SINDE; Unsur Pendukung SINDE;
Pengelolaan dan Pembinaan SINDE; Monitoring dan Evaluasi SINDE,
dan Tata cara penggunaan SINDE di Lingkungan KPU sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il.




s'NGAjak maCA




